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PENDAHULUAN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktek IMBT yang dilakukan di
Bank XYZ dan mengevaluasi kesesuaian praktek tersebut dengan maqashid
syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif secara penuh
yang terdiri dari tiga tahap analisis yaitu kajian literatur, in-depth interview,
dan analisis deskriptif. Temuannya adalah bahwa praktek IMBT yang
dilakukan oleh Bank XYZ telah memenuhi persyaratan atau kepatuhan
syariah. Disisi lain dari sudut pandang maqashid syariah yang lima, seluruh
praktek yang dilakukan telah sesuai. Dimana terdapat sistem yang mewakili
terhadap penjagaan harta, pikiran, jiwa, keturunan dan harta nasabah.
Berdasarkan hasil wawancara, nasabah mendapat tawaran yang baik dan
jelas, serta pihak Bank XYZ sangat bertanggungjawab atas seluruh transaksi
yang dilakukan.

Kata Kunci: IMBT; Bank XYZ; Maqashid Syariah

itu, yaitu maqashid syariah (Kamal &

Magqashid syariah, sebuah pembahasan
keilmuan Islam klasik yang masih dikaji oleh
para ahli hingga saat ini. Dalam khazanah
keilmuan tersebut, banyak makna filosofis
yang dapat menjadi landasan dalam praktek
muamalah di masa sekarang (Musolli, 2018).
Sehingga bukan sebuah teori belaka apabila
magqashid syariah diartikan sebagai pengikat
antara hukum Allah dengan manusia (Hallaq
& Litte, 1991). Maka, apabila membahas
mengenai maqashid syariah, pembahasan
tentang Al-Qur’an dan As-Sunnah tidak dapat
dipisahkan. Hal tersebut perlu
diimplementasikan dalam kegiatan harian
manusia baik dalam pengembangan sosial,
ekonomi, politik dan tekhnologi. Terutama
dalam hal yang populer dewasa ini, yaitu
produk keuangan atau perbankan syariah
(Hidayat et al., 2019). Pengadaan produk
tersebut tidak ditinjau dari hukum fikih saja,
melainkan juga perlu dipertimbangkan dari
aspek kemaslahatan. Untuk itu maka
diperlukan alat pertimbangan kemaslahatan

34

Rahmati, 2020).

Membahas tentang lembaga keuangan
syariah yang telah populer di Indonesia
dewasa ini. Maka tidak dapat terlepas dari
bahasan maqashid syariah (Sari, 2020).
Karena lembaga syariah manapun tetap
membawa tujuan utama dari Islam, yaitu
kemaslahatan (Fahlefi, 2015). Tercatat di
tahun 2018 aset perbankan syariah di
Indonesia mencapai Rp. 316.691 triliun dan
aset unit usaha syariah (UUS) mencapai Rp.
160.636 triliun. Data tersebut terus
meningkat di tahun 2019, hingga tercatat aset
perbankan syariah mencapai Rp. 333.790
triliun. Sedangkan UUS meningkat ke angka
Rp166.190 triliun. Dengan nilai laba (profit)
Rp. 3.947 ftriliun di tahun 2019 untuk
perbankan syariah. 0.37% meningkat
dibanding tahun sebelumnya yang hanya
berjumlah Rp3.806 triliun (KNKS, 2020).
Data itu menggambarkan besarnya minat
masyarakat Indonesia terhadap layanan
keuangan syariah. Di sisi lain, konsep ini
dianggap baik karena berlandaskan pada
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nilai kemanusiaan dengan menjadikan
kemaslahatan sebagai tujuan utama (Abu
Zahrah, 1958). Maka seharusnya, luaran dari
konsep syariah dalam produk apapun harus
ditujukan untuk menciptakan kebaikan dan
mengurangi risiko buruk sebagaimana inti
dari teori maqashid syariah (Jamal, 2009).
Sehingga, evaluasi luaran terhadap produk-
produk syariah dengan pertimbangan
maqashid syariah  merupakan bahasan
menarik untuk dikaji untuk penyesuaian
pengadaan produk tersebut dengan tujuan
ekonomi syariah yang sebenarnya.

Sebuah catatan menarik dalam temuan
praktis hari ini, ada banyak produk-produk
syariah dari berbagai lembaga keuangan
syariah, utamanya perbankan dan UUS.
Setidaknya tercatat tiga jenis produk syariah
pada perbankan syariah, (1) produk
penghimpunan dana bank syariah seperti
wadiah dan mudharabah, (2) produk
penyaluran dana bank syariah, yaitu
murabahah, salam dan salam pararel,
istishna dan istishna pararel, ijarah dan
jjarah muntahiya bittamlik, musyarakah,
mudharabah, gardh, dan sebagainya, serta
(3) produk jasa layanan bank syariah, yaitu
wakalah, kafalah, sharf, hawalah/hiwalah,
dan rahn (Wiroso, 2007). Dari detail produk-
produk tersebut, diketahui bahwa telah ada
fatwa-fatwa yang mendukung penerbitan
produk tersebut.

Namun apabila dikaitkan dengan unsur
magqashid syariah kemudian dijadikan kajian
tersendiri merupakan sebuah kajian yang
menarik. Sebagaimana yang dilakukan oleh
Kamal & Rahmati, (2020) yang melakukan
kajian serupa dalam konteks umum, yaitu
mengkaji konsep maqashid syariah dalam
pengembangan produk di lembaga keuangan
syariah. Kajian yang lebih detail terhadap
produk khusus pun tersedia, sebagaimana
dilakukan oleh Jalaluddin & Pangiuk (2016)
yang mengkaji konsep bagi hasil melalui
pendekatan maqashid syariah. Selain
daripada perbahasan tersebut, Jambhari
(2019) ada mengkaji hal serupa yang fokus
pada produk mudharabah. Adapun kajian-

kajian terdahulu yang menjadi motivasi
penelitian ini ada dari Helthika (2020) yang
membahas implementasi ijarah dalam hal
penarikan jaminan nasabah dengan studi
kasus di BPRS Al-Wasliyah Medan.

Ascarya & Yumanita (2009)
menjelaskan tentang perbedaan umum yang
berlaku dalam aplikasi antara bank Islam di
Indonesia dan Malaysia. Dalam penawaran
produk pembiayaan di negara-negara
tersebut memiliki perbedaan. Sebagai contoh
di Malaysia, kebanyakan produk pembiayaan
menggunakan akad Al-ijarah atau Al-ijarah
thumma Al-Bay’ (AITAB). Sedangkan di
Indonesia produk serupa disebut dengan
istilah Al-ijjarah Muntahia bi Al-tamlik
(IMBT). IMBT yang diaplikasikan di
Perbankan Islam Indonesia mempunyai
beberapa perbedaan dengan AITAB yang
diamalkan di perbankan Islam Malaysia,
yaitu ketika penghujung akad atau kontrak
pelanggan ditawarkan beberapa pilihan yaitu
menerima Hibah (hadiah atau sagu hati),
membayar harga yang terakhir sebagai syarat
memenuhi kepemilikan, membayar harga
yang nilainya berpatutan atau kepemilikan
yang bertahap. Beliau tidak menjelaskan
secara mendalam tentang permasalahan yang
berlaku dalam ijarah hanya memberikan
beberapa gambaran umum tentang ijarah
dan beberapa produk yang ditawarkan di
empat negara yang mengamalkan sistem
perbankan Islam.

Antonio (2001) membahas tentang
sistem pembiayaan melalui produk ijarah.
Dalam produk ijarah ada dua akad yang
sering di praktikkan perbankan Islam.
Namun di Indonesia sendiri, hanya
pembiayaan dengan akad Al-ijarah Muntahia
Bi Al-tamlik (IMBT) saja yang banyak
diminati. Kontrak seperti ini memberikan
peluang kepada nasabah untuk menyewa aset
di awal kemudian nasabah dapat membeli
barang tersebut ketika kontrak tersebut
berakhir. Namun terdapat beberapa resiko
yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam
kegiatan tersebut, seperti ketidaksanggupan
nasabah dalam pembayaran, kerusakan aset
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bahkan terdapat beberapa kasus nasabah
tidak mau melanjutkan kontrak tersebut.
Selain  sebagai  pembiayaan, @ IMBT
diaplikasikan pula untuk sewa menyewa alat
keperluan perusahaan dengan sistem yang

sama, yaitu dibeli di akhir masa akad tersebut.

Adapun Antonio (2001) tidak
ditemukan bahasan mendalam mengenai
praktek ijarah di perbankan syariah. Dimana
secara garis besar, bahasan ijarah secara
praktek lebih ditekankan pada IMBT dalam
Antonio (2001). Selain itu, terdapat juga
pembahasan  mengenai  prinsip-prinsip
pembiayaan syariah dalam Lewis & Algaoud
(2001). Pembiayaan syariah transaksi harus
terbebas dari riba, gharar dan maysir, paham
terhadap muamalah, larangan dalam
mentransaksikan produk  kontradiktif
(Erlindawati, 2017). Oleh karena itu, dalam
akad ijarah perlu diperkuat dengan kontrak
yang jelas. Hal ini ditujukan untuk mencegah
adanya pelanggaran tersembunyi di dalam
kontrak yang berhubungan dengan aset yang
ditransaksikan dalam akad ijarah, utamanya
IMBT (Yatim & Nasir, 2007). Karena selain
sebagai produk perbankan, ijarah dibutuhkan
masyarakat dalam berbagai pembiayaan,
utamanya bagi pembiayaan usaha. IMBT
yang biasa digunakan untuk kegiatan usaha
seperti penyewaan alat produksi dengan
catatan di akhir masa sewa perusahaan akan
membeli  aset  tersebut = merupakan
kemudahan bagi perusahaan dalam
pengembangan usaha (Tehuayo, 2018). Oleh
karena itu, minat para pengusaha terhadap
IMBT dalam praktek bisnisnya cukup besar.
Selain bagi perusahaan, IMBT dapat
membantu masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan dasarnya, yaitu papan atau rumah
(Maulana, 2021; Polindi, 2016). Selain
berfungsi untuk kebutuhan bisnis dan pribadi
dalam aset, akan ijarah juga dapat digunakan
untuk  uang elektronik  sebagaimana

dijelaskan oleh Febriandika & Hakimi (2020).

Berdasarkan pemaparan tersebut,
diketahui manfaat-manfaat ijarah bagi
masyarakat, karena kebutuhan masyarakat
dan tujuan syariah dari akad tersebut, yaitu
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kemaslahatan. Akan menarik apabila
dilalakukan  kajian = khusus mengenai
implementasi akad ijarah pada sebuah
perbankan dengan pendekaran maqashid
syariah. Oleh karena itu, dalam studi ini akan
dilakukan kajian mengenai implementasi
akad ijarah dengan studi kasus Bank XYZ
menggunakan pendekatan maqgashid syariah.
Sebagaimana penelitian-penelitian terdahulu
yang melakukan hal serupa namun dengan
studi kasus yang berbeda seperti Helthika
(2020), Kamal & Rahmati (2020) dan Polindi
(2016). Karena penelitian ini diperlukan oleh
masyarakat dalam mengambil keputusan
sebagai nasabah. Di sisi lain, sebagai bank
yang masih berada di bawah bank induk yang
beroperasi dengan system konvensional,
perlu dilakukan evaluasi kembali apakah
praktek ijarah yang dilaksanakan sudah
sesuai dengan maqashid syariah. Agar selain
sebagai lembaga keuangan syariah yang
profitabel, Bank XYZ perlu dikaji akan

kesesuaiannya dengan tujuan ekonomi
syariah.
TINJAUAN PUSTAKA
Definisi Ijarah
Dalam kajian umum, [jarah

didefinisikan sebagai kontrak pertukaran.
Satu pihak mengambil manfaat dari pihak
lain dengan memberikan imbalan terhadap
jasa atau aset yang digunakan atau secara
singkat didefinisikan sebagai penggunaan
manfaat atau jasa dengan sebuah imbalan
(Mohd et al., 2005). Hal ini serupa dengan
penjelasan Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fikih
Sunnah yang telah ditahkik dan ditakhrij oleh
Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dalam hal
ini Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa Ijarah
merupakan akad untuk mendapat manfaat
sebagai imbalan (Sabiq, 2008). Yang secara
bahasa berasal dari kata ajr yang berarti al-
iwadh atau imbalan (Syafe’i, 2001). Pemilik
sesuatu yang dapat dimanfaatkan disebut
mus;ajjir. Sedangkan orang yang
memanfaatkannya disebut musta’jir (Sabiq,
2008).
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Penjelasan tersebut serupa dengan
yang dipaparkan oleh Suhendi (2002). Yang
menjelaskan ijarah sebagai akad yang
memperbolehkan pemanfaatan dari suatu
benda secara sengaja dengan imbalan.
Artinya, seseorang dapat memberikan
manfaat kepada seseorang yang
membutuhkan dan menginginkan dengan
imbalan yang disepakati diantaranya.
Menurut AAOIFI, akad ini dikategorikan
sebagai sewa terhadap sesuatu. Dinyatakan
bahwa akad ijarah berlaku pada aset atau
manfaat yang dimiliki mu’ajjir terhadap
musta’jir, yang boleh dilakukan melalui pihak
ketiga (AAOIFI, 2015). Praktek ijarah dalam
hadits dapat dikutip dari kitab Jawahirul
Bukhari was Syarh Al-Qishthalani; kitabul
ijjarah yaitu dalil yang dikutip dalam kitab
tersebut adalah hadits mengenai kisah
Rasulullah saw. sebagai gembala kambing
yang diriwayatkan melalui Abu Hurairah ra.
dari Rasulullah SAW. bersabda “Tidaklah
Allah Ta’ala mengutus seorang nabi, kecuali
pernah menggembala domba. Maka para
sahabat bertanya: dan engkau (Rasulullah
saw.)? (Rasul) berkata: iya, saya telah
menggembalanya (domba) dengan beberapa
girath (mata uang) dari seorang penduduk
Makkah” (Riwayat Bukhari dalam Jawahirul
Bukhari, No.334). Dalil ini jelas bahwa akad
ijarah terhadap jasa telah ada dan bahkan
dilakukan oleh Nabi SAW. sendiri (Imarah,
1952).

Selain  itu, terdapat pandangan-
pandangan dari pengikut para imam
madzhab mengenai ijarah ini. Seperti yang
dijelaskan oleh pengikut madzhab Hanafi,
bahwa ijarah merupakan akan yang memiliki
manfaat dan berlaku setelah adanya
pertukaran (Abidin, 2003). Musta’jir atau
penyewa mendapatkan hak menggunakan
benda atau jasa yang diijjarahkan dari muajjir
atau si pemilik dengan catatan penggunaan
sesuai yang disepakati kedua belah pihak (Al-
Jazari, 1990). Sedangkan dalam kalangan
ulama Malikiyyah, terdapat pengertian yang
lebih rinci mengenai ijarah. Dapat dibedakan
akad ijarah dengan kira.

Dalam pandangan ulama Malikiyyah,
ijarah lebih berfokus pada sesuatu yang
berhubungan dengan jasa. Sedangkan
pemanfaatan yang berhubungan dengan
barang seperti sewa tanah, kamar, hotel,
kendaraan dan sebagainya dimasukkan
dalam kategori kira (Awaysasyah et al., 1973).
Berbeda dengan pendapat kalangan
Syafi'iyyah yang malah menjelaskan bahwa
jjarah merupakan akad yang dilaksanakan
untuk mengambil manfaat dari suatu barang
atau benda tertentu secara terbuka (Syarbini,
2006). Syarat barang yang diijarahkan
berupa barang yang dapat diperhitungkan
dan diganti apabila terjadi kerusakan (Al-
Syafi’i, 1992). Sedangkan makna ijarah dalam
pendapat ulama Hambali tidak berbeda
dengan  kalangan  Syafi'iyyah  yang
menitikberatkan tumpuan utama dalam akad
ijarah pada barangnya (Sulayman, 2000).

Ijarah dan Ijarah
Bittamlik (IMBT)

Akad-akad perbankan syariah yang ada
di Indonesia merupakan akad yang tidak
memiliki kontroversial karena disepakati
oleh para ulama dan dijalankan sesuai
tuntunan syari’ah (Ascarya, 2017; Santoso &
Anik, 2015). Dalam akad ijarah di perbankan
syariah Indonesia terdapat beberapa hal yang
harus dipenuhi berdasarkan surat edaran
No.10/14/DPBS yang dikeluarkan Bank
Indonesia pada 17 Maret 2008.

Muntahiyya

1. Bank bertindak sebagai pemilik terhadap
aset yang akan ditransaksikan dalam akad
ijjarah.

2. Aset merupakan barang yang dapat
diambil manfaatnya.

3. Karakterisitik pembiayaan akad ijarah
dijelaskan oleh bank secara detail sesuai
ketentuan Bank Indonesia.

4. Bank diharuskan melakukan analisis
rencana pembiyaan akad ijarah yang
terdiri dari analisis karakter, kapasitas
usaha, keadaan keuangan hingga propek
usaha yang dilakukan oleh nasabah.

5. Aset yang disewakan merupakan barang
yang dapat di nilai secara intrinsic.
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6. Bank diwajibkan memberi jaminan
kualitas maupun kuantitas aset yang
disewakan.

7. Bank harus menyediakan aset yang akan
disewa oleh nasabah.

8. Transaksi harus ditulis dalam sebuah
kesepakatan resmi.

9. Pembayaran dapat dilakukan secara
langsung maupun cicilan.

10. Tidak ada bentuk piutang atau
pembebasan piutang dalam akad tersebut,

11. Bank  dapat meminta  nasabah
menanggung penjagaan dan
pemeliharaan aset yang disewakan serta
meminta nasabah bertanggungjawab atas
kerusakan yang ada pada aset yang
disewa apabila kerusakan muncul dari
kelalaian nasabah.

Selain kesebelas hal di atas, tahapan-
tahapan yang dilaksanakan apabila seorang
nasabah hendak menggunakan produk ijarah
di perbankan syariah adalah sebagai berikut;

1. Nasabah meminta kepada bank syariah
untuk menyewakan barang tertentu.

2. Dilakukan perjanjian antara bank syariah
dan nasabah untuk melakukan akad
ijarah pada suatu aset dengan harga dan
waktu yang disepakati.

3. Bank syariah mencarikan barang yang
diminta oleh nasabah untuk diijarahkan.

4. Bank syariah menyewa barang tersebut
dari pemilik barang.

5. Bank syariah membayar biaya sewa
kepada pemilik barang secara tunai atau
lunas.

6. Serah terima barang yang akan
dijjarahkan dari pemilik kepada bank
syariah

7. Di masa akhir perjanjian, nasabah akan
mengembalikan ke bank syariah untuk
diserahkan lagi kepada pemilik.

Kegiatan di  atas  merupakan
impelentasi dari akad ijarah atau sewa murni.
Sedangkan terdapat pula akad sewa yang
diakhiri dengan pengambilalihan hak milik
dari pemilik dan bank syariah kepada
nasabah. Praktek tersebut dikenal dengan
akad Ijarah Muntahiya Bi Tamlik (IMBT)
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(Anshor, 2010). Pada dasarnya praktek
tersebut dilakukan dengan
mengkolaborasikan akad ijarah atau sewa
menyewa dengan akad jual beli. Meskipun
secara legal perjanjian di dalamnya adalah
terpisah dalam dua transaksi berbeda.

Secara teoritis, IMBT didefinisikan
sebagai akad sewa menyewa dengan opsi
pemindahan hak milik aset yang disewakan
pada kurun waktu tertentu (Ramli, 2005).
Diperkuat dengan penjelasan Al-Hasun
(2005) yang menyatakan bahwa IMBT
merupakan penguasaan hak guna pada suatu
aset terhadap penyewa disertai pemindahan
hak milik pada jangka waktu tertentu dengan
pengganti. Definisi IMBT juga dijelaskan
dalam Pasal 19 ayat (1) huruf UU Perbankan
Syariah No.21  Tahun 2008. Yang
menjelaskan bahwa IMBT merupakan akad
penyediaan dana pada suatu Kkegiatan
pemindahan hak guna pada aset atau jasa
berdasarkan kesepakatan dengan opsi
pemindahan hak milik (Nurhasanah, 2017).
Jadi pada intinya, IMBT dikategorikan
sebagai akad sewa-beli sesuai fatwa DSN MUI
nomor. 27/DSN-MUI/III/2002 (Dzubyan et
al., 2019).

Dalam prakteknya, terdapat beberapa
persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad
IMBT, seperti;

1. Bank bertindak sebagai pemilik aset yang
menyerahkan perjanjian kepada nasabah
untuk disepakati sebagai opsi pengalihan
hak kepemilikan atas aset yang disewa
sesuai kesepakatan.

2. Bank memberikan pengalihan hak
kepemilikan sesuai perjanjian dan prinsip
perbankan.

Kesepatan tertulis harus tersedia untuk
opsi pengalihan kepemilikan.

4. Pengalihan hal kepemilikan dilaksanakan
setelah masa sewa yang disepakati habis.

5. Apabila  nasabah  memilih  opsi
pengambilalihan kepemilikan, maka bank
harus menyerahkannya sesuai perjanjian
IMBT.(Ansori, 2009)
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Praktek IMBT di Perbankan Syariah

Dalam prakteknya, perbankan syariah
lebih banyak menggunakan produk IMBT
untuk akad pembiayaan daripada ijarah.
Pertimbangan  dari  sisi = perbankan
menggunakan produk ini adalah bank tidak
perlu mengurus pemeliharaan aset. Secara
umum praktek IMBT dilaksanakan skema
penyewaan aset kepada musta’jir yang
diakhiri dengan pembelian aset yang
disewakan oleh nasabah yang menjadi
musta’jir. Namun akad tersebut baru bisa
dilakukan setelah perjanjian ijarah atau sewa
murni berakhir (Adam, 2017). Yang secara
konsep pemindahak hak milik tersebut dapat
dilakukan dalam dua cara yaitu jual-beli atau
hibah. Karena pemindahan hak milik
tersebut dilakukan dengan dua opsi yaitu
perbankan syariah menyatakan dalam
perjanjian akan menjual aset yang disewa
pada masa akhir perjanjian  atau
menghibahkannya di masa akhir perjanjian
(Karim, 2011; Polindi, 2016). Dan objek yang
ditransaksikan dalam akad ini adalah
properti, alat transportasi dan multijasa.

Di Indonesia sendiri, kebiasaan
masyarakat yang masih belum biasa membeli
sebuah produk secara tunai menunjukkan
potensi akad ijarah dan IMBT sebagai pilihan
pembiayaan masyarakat Indonesia untuk
memenuhi kebutuhan dasarnya, salah
satunya adalah KPR rumah. Ditambah tren
investasi rumah yang sedang marak diantara
masyarakat Indonesia. Sehingga produk
IMBT di perbankan syariah menjadi pilihan
untuk program KPR masyarakat (Polindi,
2016).

Meskipun masih  banyak yang
menganggap IMBT  serupa  dengan
murabahah karena sama-sama dikategorikan
sebagai kontrak pasti dan termasuk akad jual-
beli. Namun terdapat perbedaan yang
mencolok dalam prakteknya, Adapun
murabahah berfokus pada aset yang
ditransaksikannya. Sedangkan IMBT atau
jjarah dalam perbankan syariah Indonesia
secara umum lebih menitikberatkan pada

layanan jasa pembiayaan untuk kebutuhan
masyarakat (Dzubyan et al., 2019).

Dalam bahasan perbankan syariah
Indonesia, IMBT secara praktek memiliki
konsep yang hampir serupa dengan leasing.
Karena skema leasing juga adalah
memberikan pembiayaan dalam bentuk
penyediaan aset dengan sistem pembayaran
tertentu yang diikuti oleh opsi antara
membeli barang atau memperpanjang leasing
berdasarkan sisa nilai dalam perjanjian.
Opsi-opsi tersebut lebih dikenal dengan
istilah operating lease dan financial lease.
Maka IMBT disini memiliki skema yang
serupa dengan financial lease.

Pada akhir masa sewa diberikan opsi
untuk membeli aset yang ditransaksikan
tersebut. Namun pada prakteknya, financial
lease tidak memberikan opsi penolakan
karena sudah ditetapkan dalam awal
perjanjian. Sedangkan dalam IMBT akad
sewa dan jual-beli dilakukan terpisah.
Sehingga hal-hal seputar pembelian aset
pasca masa sewa diputuskan setelah masa
sewa habis, bukan dicantumkan dalam
perjanjian di awal seperti financial lease
(Adam, 2017; Dzubyan et al., 2019).

Definisi Maqashid Syariah

Bagi yang menkaji kitab turast dari para
ulama wusul dan dan fikih, ia akan
mendapatkan kejelasan bahwa mereka belum
mendefinisikan al-Maqashid secara spesifik.
Meskipun Imam al-Syatibi (Raissuni, (1991),
adalah Syekh al-Maqoshid dan dia orang
pertama menuliskan Maqashid Syariah
secara khusus, tetapi dia juga tidak
menentukan definisinya secara terminologi.
Berkaitan dengan itu, pengarang kitab
“Nadhoritu al-Maqoshidi ‘Inda al-Imam as-
Syatibi” menyatakan bahwa secara eksplisit
telah memperingatkan hal itu secara jelas :
" ... orang yang meneliti kitab ini tidak boleh
memandangnya dengan pandangan yang
bermanfaat atau menguntungkan, sehingga
ia mendalami beragam ilmu Syariat, asal-usul
dan cabang-cabangnya, ditransmisikan
dengan logis, iapun tidak menjadi mugqollid /
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peniruan dan fanatisme doktrin selamanya.”
(Al-Syatibi, Abu Ishaq, (1983).

Dapat dikatakan, orang pertama yang
membahas definisi Maqashid al-Syariah
adalah Ibn Ashour ketika ia mendefinisikan
Magqashid al-Syariah dengan “tujuan
undang-undang (tasyrie’) secara umum
adalah makna dan hukum yang diamati dari
Allah SWT. semuanya atau sebagian besar
hukum tersebut.” (Ibn Ashour, Muhammad
al-Taher, (1998).

Dan termasuk dalam al-Maqoshid al-
‘Amah (tujuan umum) gambaran syariat
(seperti naluri, toleransi dan kemudahan),
dan tujuan umum (mencegah keburukan dan
mendatangkan kemaslahatan), dan makna
bahwa peraturan perundang-undangan
bukan tanpa pengawasan (hukum yang
ditaati dalam segala hal atau sebagian besar
bagian Syariah, seperti menghilangkan rasa
malu, menghilangkan bahaya, dan lain-lain).

Ibnu Asyur juga mendefinisikan al-
Magqashid al-Khos (tujuan khusus) pada
beberapa tempat lain dengan : “Metode yang
dimaksudkan bagi pembuat hukum untuk
mencapai tujuan yang bermanfaat bagi
masyarakat, atau untuk mempertahankan
kepentingan publik mereka dalam tindakan
pribadinya ..... hal ini termasuk seperti
maqgshad untuk pengadaan akad gadai,
menetapkan peraturan rumah tangga seperti
akad nikah, serta menolak kerusakan secara
permanen dalam pembolehan perceraian.”

Dalam hal ini, Dr. Jaghim menyatakan
bahwa berdasarkan definisi Ibn Ashour
tentang tujuan umum, definisi tujuan khusus
dapat disimpulkan : “Makna penting dan
penilaian jalan dalam salah satu bab undang-
undang, atau dalam kelompok bab yang
homogen dan dekat, seperti tujuan jalan
dalam hukuman, atau dalam transaksi
keuangan, atau dalam membangun sistem
keluarga dan lain-lain.” (Jaghem, Numan,
(2002). Sebagian tujuan: “Hukum dan
rahasia yang ditaati oleh pembuat undang-
undang pada setiap keputusan yang berkaitan
dengan hal-hal yang khusus.” (Al-Fassi, Allal
(Tanpa Tahun).
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Syeikh Allal al-Fassi mendefinisikan
maqoshid dengan: “apa yang dimaksud
dalam tujuan Syariah : tujuannya dan rahasia
yang ditetapkan oeh pembuat undang-
undang dan dalam setiap ketentuannya.”
(Ibid, (hal;3). Prof. Dr. Ahmed Al-Raisuni
mendefinisikannya beberapa pengertian
maqashid dengan mengatakan: “Maqashid
Syariah adalah ditegakkannya Syariah untuk
mencapai kemaslahatan umat.” (Raisuni
(Hal.7).

Setelah menelaah  definisi-definisi
tersebut, kita dapat mengetahui Magashid
Syariah sebagai : tujuan umum, pribadi dan
parsial yang ingin dicapai oleh Syariah yang
toleran dalam kehidupan dan wurusan
masyarakat. Jadi dapat dikatakan : "tujuan
umum" adalah maksud umum, seperti
membawa keuntungan publik atau menolak
bahaya bagi publik. Dapat dikatakan
"khusus" berarti tujuan khusus, seperti niat
pembuat hukum dalam undang-undang,
transaksi keuangan dan atau dalam masalah
pidana.

Ucapan:  “al-Juziyah” atau  al-
Magqashidu al-Juz’iyatu seperti tujuan syariat
pada setiap hukum yang berkenaan dengan
beberapa bagian seperti wajib, haram,
mandub, makruh dan lainnya.

Magqashid Syariah dalam Akad IMBT

Tidak diragukan bahwa setiap akad
dalam Islam, baik yang lama maupun yang
baru, memiliki tujuan yang sah yang
dimaksudkan oleh pembuat undang-undang
di dalamnya, karena Syariah Islam tidak
mengizinkan kontrak apa pun kecuali
mengandung maqashid dan maslahat bagi
manusia, dan tidak mencegah kontrak dari
kontrak lama atau kontrak baru kecuali
dalam realisasi kepentingan hamba-hamba
dan mencegah kejahatan atau mendatangkan
kemaslahatan.

Oleh karena itu, jika kurangnya syarat
dalam akad yang membuatnya rusak dan
tidak diperbolehkan untuk menanganinya,
atau membuat kondisi rusak dengan
keabsahan kontrak dalam beberapa kasus,



"Praktek IMBT di Bank XYZ dengan Pendekatan Maqashid Syariah"

Mohmed Firdaus bin Masruhen, Rahmat Mulyana, Arip Rahman, Rusdi Hamka Lubis

maka salah satu yang paling ditakuti dari apa
yang difatwakan seorang mufti adalah
memperhatikan keabsahan persyaratan saja
tanpa melihat tujuan dari kontrak sesuatu
yang dipertimbangkan dalam validitas
kontrak itu, Imam Al-Syatibi berkata: “Jika
tindakan berkaitan dengan al-qasd (niat),
berkaitan dengan hukum yang diamanatkan,
dan jika niat tidak terkait dengannya, tidak
ada hubungannya dengan itu, polanya
ditujukan maqashid syariat, maka apa yang
dipengaruhi oleh pilihan tetap ada di
dalamnya” (as-Syatibi (Jilid 2:327).

Dengan demikian, bahwa tidak adanya
Magqashid al-Syariah dari al-Uquud al
Maaliyah / kontrak keuangan dengan
tersedianya syarat syah menyebabkan krisis
yurisprudensi yang nyata, karena kontrak
yang hanya merupakan hal fiktif yang
disahkan, atau yang kita buat penerapan
Syariah dalam dilema di depan orang-orang,
yang membuat mereka; karena kontrak yang
sah memenuhi syarat-syaratnya, tetapi tidak
mencapai maslahat yang diinginkan, atau
magqashid yang sah di dalamnya. Kemudian
melewati hukum, mencari realisasi tujuan
duniawi dari kontrak, bahkan dengan
pelanggaran yang sah yang diwakili dalam
kontrak tidak adanya beberapa kondisi yang
disimpulkan oleh para ulama dari kerangka
yurisprudensi.

1. Magqgashid Pertama: Prinsip Penegakan
Keadilan dan Persamaan Antara Pelaku
Akad

Maqgashid umum ini memberikan
pengaruh kepada masyarakat luas, yaitu
realisasi keadilan di masyarakat melalui
pendistribusian resiko antara para dealer
dalam kontrak ini. Prinsip ini jelas berasal
dari hadits Nabi SAW yang diriwayatkan
darinya oleh Umu al-Mukminin Aisyah dia
berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:
Oiall 1,1 “Pajaknya dijamin.” Riwayat lain
dari Aisha RA... seorang pria membeli
seorang anak laki-laki dan tinggal
bersamanya, kemudian dia menemukan cacat
padanya, lalu dia bertengkar dengannya
kemudian hal itu disampaikan kepada Nabi

SAW, dia mengembalikannya kepadanya, dan
laki-laki itu berkata: Wahai Rasulullah, dia
telah memanfaatkan anakku, Rasulullah
bersabda: "gWall z) A", (Sunan Abu Dawud,
1998).

Hal ini berbeda dengan sistem
pinjaman riba, yang menanggung semua
risiko pelanggan dan mengarah pada
ketidakstabilan ekonomi dalam transaksi
berbasis bunga. Sementara kami melihat
seperti yang ditunjukkan dalam penerapan
kontrak ini mengarah pada stabilitas
ekonomi dan alasannya adalah kondisi
produktivitas pada kontrak ini.

Kontrak pada awalnya adalah akad
sewa. Jika penyewa melihat pada tahap sewa
tertentu, ia tidak dapat menyelesaikan
kontrak ini, maka lessor memotong dari sewa
bagi jangka waktu yang dia potong saja, dan
mungkin menimbulkan biaya lain, tetapi
mereka tidak menyebabkan kerugian besar
bagi penyewa, dapat dipahami bahwa
penyewa dapat keluar dari kontrak dengan
kerugian seminimal mungkin.

Hal yang sama berlaku untuk lessor,
karena dia mengambil sewa untuk periode
sebelumnya dan biaya yang dia keluarkan
untuk lessee, dan pada akhirnya akan tetap
memiliki aset asli (disewa), jika ingin
menjualnya, dia akan  menjualnya.
Kehilangan sebagian dari harganya, dan ini
tidak akan benar-benar mengalami kerugian
besar. Inilah tujuannya guna merealisasikan
keadilan dan kesetaraan antara kedua belah
pihak.

Jika pada tahap setelah berakhirnya
akad sewa dan sebelum kontrak penjualan,
penyewa tidak ingin membeli properti, tidak
ada pihak dalam akad yang akan
menanggung kerugian. Lessor karena
penjualannya akan dilakukan dengan harga
simbolis sebagai kasus yang terjadi dalam
IMBT yang disebutkan sebelumnya. Dengan
demikian, kita melihat bahwa Maqashid
Syariah, yaitu larangan riba, telah dibahas
melalui distribusi risiko sepanjang periode
transaksi dan tahapan penerapan akad, serta
tercapainya prinsip keadilan dan kesetaraan.
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2. Maqashid Kedua: Kemudahan dan
Menghilangkan Kesulitan bagi Umat

Islam mengatur akad ini untuk
memudahkan bagi orang memenuhi
kebutuhannya, memfasilitasi urusan mereka,
menjauhkan mereka dari syubat bank
tradisional dan transaksi ribawi.
Penghilangan kesulitan dan kesusahan dari
pedagang muslim yang berurusan dengan
akad keuangan yang terjadi. Sehingga fikih
Islam hadir di bidang ekonomi bukan
sebaliknya. Seorang muslim menyewa rumah
untuk  ditinggali, atau mobil yang
mengangkutnya dari satu tempat ke tempat
lain atau sejenisnya. Jelaslah bahwa tidak
setiap muslim memiliki rumah, mobil, atau
kebutuhan hidup lainnya. Oleh karena itu,
IMBT telah disyaritakan untuk bertukar
manfaat dan memfasilitasi hal-hal dalam
memperoleh perumahan dan hal-hal lain
melalui kontrak ini dan menghilangkan rasa
kesulitan bagi umat.

3. Magqashid Ketiga: Realisasi dan Jawaban
atas Kebutuhan dan Kemaslahatan Umat

IMBT  merealisasikan  kebutuhan
manusia, yaitu dengan menghadirkan
maqashid utama yang ingin dicapai oleh
perbankan syariah. Hal ini akan tercapai
apabila nasabah perbankan memiliki
mekanisme dan perangkat besar dengan
biaya tinggi yang tidak dapat terelakan, maka
dengan pembelian bank syariah dan
menyewakannya kepada mereka sebagai
imbalan atas biaya yang disepakati, dan
selama jangka waktu tertentu dalam akad
sewa. Dengan demikian, penyewa
memperoleh manfaat sebagai imbalan atas
nilainya sesuai dengan kemampuannya, dan
memungkinkan untuk mencapai banyak
keuntungan dengan memberikan sebagian
dari kas yang dapat digunakan untuk operasi
tanpa menggunakan pinjaman untuk
membeli aset ini, sebagai nilai sewa atas
keuntungan dan kerugian dalam laporan
keuangan, juga membantu penyewa untuk
menentukan aset sewaan yang dia butuhkan
sesuai dengan perkembangan terkini di
bidang teknologi.
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Biasanya ditanggung oleh perusahaan
yang menyewakan mesin-mesin agar tetap
dalam kondisi yang memungkinkan bagi
penyewa untuk mendapatkan keuntungan
darinya, dan pelanggan dapat membeli mesin
yang disewa setiap saat selama masa sewa
dengan harga yang disepakati di antara
mereka. Dengan demikian, pelanggan wajib
membayar semua pembayaran sebelum
kepemilikan mesin dialihkan kepadanya dari
lembaga keuangan, dan mayoritas ahli fikih
sepakat tentang legalitas IMBT, karena
kebutuhan untuk berurusan dengannya.
Karena hal itu terkait erat dengan kebutuhan
orang-orang yang memerlukannya sebagai
jawaban terhadap kebutuhan lessor dan
lessee, yang asal merupakan pesyariatan akad
tersebut.

Berdasarkan hal ini, perbankan syariah
memandang bahwa perluasan penggunaan
leasing dan untuk mengembangkan serta
mempromosikannya dengan segala
kemungkinan dan tetap menjaga aset yang
sah, disamping mengembangkan berbagai
metode melalui proses pembiayaan yang
dapat dipraktekkan, seperti leasing melalui
spekulasi, leasing melalui agen, leasing
dengan cara kemitraan dan sebagainya. Bank
Syariah dalam hal ini membiayai klien
mereka yang ingin menyewa mesin,
peralatan, mobil atau rumah dengan metode
IMBT, dan bank adalah lessor dan Kklien
adalah penyewa, untuk jangka waktu tertentu
yang berakhir dengan kepemilikannya
kepada klien. Ringkasnya, akad sewa untuk
memenuhi kebutuhan komunitas manusia,
dan  memberikan  kontribusi  untuk
memberikan kenyamanan bagi individu dan
kelompok dengan cara yang ilmiah, praktis
dan ketat.

4. Maqgashid Keempat: Memelihara hak,
harta benda dan tidak merusaknya serta
menanggung resikonya dengan adanya
jaminan

Salah satu maqashid syariat Islam
adalah untuk menjaga harta dan hak serta
tidak merusaknya. Hal ini dilakukan dengan
pengadaan jaminan, dan itulah mengapa
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Islam mengatur tentang pengambilan
jaminan, seperti pengambilan gadai,
penjaminan, keagenan, titipan dan margin
keseriusan.  jaminan pihak ketiga, dan
jaminan lainnya dimana lessor dapat
memperoleh kembali kepemilikannya pada
saat dibutuhkan dan jika dihadapkan pada
risiko atau kerugian lessee merubahgnya
secara ilegal.

Hal ini dapat dicapai dalam akad IMBT,
dimana lessor dapat memperoleh kembali
kepemilikan tersebut pada saat dibutuhkan.
Ini adalah kebalikan dari bagaimana jika
pembiayaan dilakukan melalui penjualan
yang ditangguhkan, karena aset yang disewa
masih menjadi miliknya, dan kemudian ia
dapat memperolehnya kembali apabila
diperlukan tanpa kesanggupan penyewa
untuk mempertahankannya, atau
keikutsertaan kreditur dalam hal penyewa
pailit.

5. Maqashid Kelima: Pengembangan Dana
Umat dan komunitas Islam, dan ini
merupakan magshad umum

Salah satu maqashid umum Syariah
adalah untuk mengembangkan dana
komunitas Islam dengan
menginvestasikannya secara yang sah dengan
apa yang bermanfaat bagi komunitas Islam
pada proyek sosial, komersial dan pertukaran
manfaat untuk meringankan beban keuangan
negara, terutama bag kaum miskin.
Pemeliharaan properti dan penjagaan untuk
mendapatkan manfaat darinya untuk waktu
yang lebih lama.

Secara efektif berkontribusi untuk
menggunakan sumber daya, energi, keahlian
masyarakat dan  berkontribusi  pada
pengadaan proyek tanpa penundaan yang
signifikan, sambil menunggu memperoleh
pembiayaan yang diperlukan, sehingga tidak
terkena inflasi dan kenaikan harga peralatan
yang  berkelanjutan. Hal ini juga
memungkinkan proyek nasional untuk
manfaat dari peralatan modern.

6. Maqashid Keenam: Meredam
perselisihan dan konflik antara pihak
pembuat kontrak

Hal ini dapat dicapai dengan
keakuratan kontrak dan perincian hak-
kewajiban semua pihak dengan cara
mencegah litigasi —permusuhan--, kejelasan
persyaratan akad, kesaksian dan otentikasi
yang biasa dalam kontrak semacam itu.
Karena persyaratan perjanjian yang lebih
akurat, jelas dan adil, hak-hak masing-
masing pihak diklarifikasi ada dalam kontrak.
Dengan demikian, pencegahan litigasi
apabila rukun dan syarat akad itu benar, dan
tidak ada larangan dalam fikih mu’amalah,
akad mencapai maqoshid yang sah dan
kepentingan pribadi yang tidak bertentangan
dengan prinsip hukum, terbebas dari
larangan hukum, baik seluruhnya maupun
sebagian, maka ini menyebabkan sah akad
dan konsekuensinya.

Implementasi Maqashid Syariah di
Perbankan Syariah

Hal ini dapat dicapai dengan
keakuratan kontrak dan perincian hak-
kewajiban semua pihak dengan cara
mencegah litigasi —permusuhan--, kejelasan
persyaratan akad, kesaksian dan otentikasi
yang biasa dalam kontrak semacam itu.
Karena persyaratan perjanjian yang lebih
akurat, jelas dan adil, hak-hak masing-
masing pihak diklarifikasi ada dalam kontrak.
Dengan demikian, pencegahan litigasi
apabila rukun dan syarat akad itu benar, dan
tidak ada larangan dalam fikih mu’amalah,
akad mencapai maqoshid yang sah dan
kepentingan pribadi yang tidak bertentangan
dengan prinsip hukum, terbebas dari
larangan hukum, baik seluruhnya maupun
sebagian, maka ini menyebabkan sah akad
dan konsekuensinya.

1. Lessor dan Lessee yang harus memenubhi
standar pelaku transaksi yaitu usia sesuai
standar hukum negara dan agama. Selain
itu, lessor harus memiliki aset secara
penuh untuk di ijarahkan (Rosly, 2012).

2. Harga yang sah, yaitu lessor dan lessee
harus menyepakati harga dan cara
pembayaran yang disepakati dalam
kontrak.
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3. Subjek yang valid dengan syarat aset
tersebut dimiliki lessor.
4. Penawaran dan Penerimaan yang valid.

[jarah hadir dalam akad perbankan
untuk  pembiayaan dengan tujuan
menghapus riba yang ada di perbankan
syariah. Karena untuk mencapai maqashid
syariah  (menegakkan  keadilan dan
menghapus  ketidakadilan)  perbankan
syariah harus menghilangkan segala hal yang
berhubungan dengan riba, terutama dalam
akad leasing dengan alternatif kontrak ijarah
atau IMBT (Lateef et al., 2017).

Akad IMBT ini berdasarkan Lateef et al.
(2017) telah memenuhi tujuan kekayaan
Islam untuk mendistribusikan harta antara
masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam
Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 07. Dengan
produk ini, perbankan syariah telah
memberikan pekerjaan bagi lessee dan
peluang bagi orang-orang yang memiliki aset
(lessor).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah analisis
deskriptif. Sehingga metode yang digunakan
adalah pendekatan kualitatif secara penuh
yang terdiri dari tiga tahap analisis yaitu
kajian literatur, in-depth interview, dan
analisis deskriptif. Data yang akan dijadikan
alat penelitian berasal dari Bank XYZ sebagai
studi kasus.

Metode Kajian Pustaka

Metode kajian pustaka merupakan cara
yang sistematis untuk mengumpulkan data-
data yang dibutuhkan dalam sebuah studi
hingga mensitesiskan hasil yang ditemukan
dari pengumpulan data (Baumeister & Leary,
1997; Tranfield et al., 2003). Metode kajian
pustaka terbagi menjadi dua yaitu naratif dan
integratif (Wong et al., 2013). Fungsi dari
metode ini adalah untuk mengidentifikasi
secara kritis studi-studi terkait yang
ditujukan  untuk mengumpulkan dan
menganalisis data (Liberati et al., 2009).
Maka dari itu, penggunaan metode ini dalam
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studi terkini dianggap cocok sebagai tahap
pertama dalam analisis. Karena tujuan
pertama dalam analisis ini adalah untuk
mengkaji bagaimana praktek IMBT di
perbankan syariah secara umum serta
tinjauan-tinjauan maqashid syariah dalam
praktek ini. Sehingga penggunaan metode ini
untuk mencari data-data tersebut sebagai
landasan analisis merupakan langkah yang
tepat (Snyder, 2019).

In-Depht Interview

Secara konseptual, metode in-depth
interview digunakan untuk memperdalam
serta mempertajam pemahaman dalam
analisis dalam studi yang sedang dilakukan
yang dilaksanakan dengan cara peneliti
memandu mitra percakapan dalam diskusi
yang panjang guna menggali informasi yang
dibutuhkan (Rubin & Rubin, 2005). Terlebih
untuk riset terkini yang terfokus pada satu
institusi yaitu Bank XYZ. Dimana informasi
mengenai praktek yang dilakukan pihak
internal merupakan data rahasia milik
perusahaan. Oleh karena itu metode in-depth
interview ini merupakan pilihan yang tepat.
Karena biasanya metode ini digunakan untuk
menggali informasi yang lebih dalam dari
para elit yang notabenenya memiliki
informasi tertutup tentang kegiatan yang
dilakukan dalam institusinya (Berry, 2002).

Metode Analisis Deskriptif

Dalam penelitian berbasis pendekatan
kualitatif, penggunaan metode analisis
deskriptif telah menjadi prosedur yang tidak
dapat terpisah dari pendekatan tersebut
(Nassaji, 2015). Karena dalam studi kualitatif,
diperlukan sebuah  pendekatan yang
berfungsi untuk menjelaskan data-data. Dan
penggunaan metode ini adalah alternatif yang
biasa digunakan dalam kajian sejenis. Karena
pada dasarnya, tujuan dari metode ini adalah
untuk menggambarkan fenomena dan
karakteristiknya yang didukung melalui data-
data dalam analisis. Maka dari itu, metode
inilah yang biasa digunakan sebagai alat
observasi pada sebuah data dalam analisis
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(Gall et al., 2015). Berdasarkan penjelasan
tersebut, penggunaan metode ini sebagai alat
analisis setelah pengumpulan data melalui
metode kajian literatur dan in-depth
interview merupakan langkah yang tepat
terlebih untuk kajian-kajian yang berbasis
kualitatif seperti ini.

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
Susunan Pertanyaan Wawancara

Berikut adalah susunan pertanyaan
yang diajukan kepada narasumber dari Bank
XYZ:

1. Apakah terdapat produk berbasis akad
IMBT di Bank XYZ?

2. Untuk transaksi apa saja produk berbasis
akad IMBT tersebut?

3. Apakah seluruh pemangku kepentingan
dan karyawan Bank XYZ telah menerima
pelatihan tentang akad-akad perbankan
syariah termasuk IMBT?

4. Apakah para karyawan dapat
menjelaskan  akad-akad  perbankan
syariah terutama IMBT kepada nasabah
dengan baik?

5. Bagaimana skema praktek produk IMBT
di Bank XYZ?

6. Apakah ada biaya sewa selama masa
pembangunan atau perbaikan dalam akad
IMBT di Bank XYZ?

7. Apakah kontrak sewa dan jual dalam akad
IMBT di Bank XYZ terpisah?

8. Apakah pihak Bank XYZ memastikan
nasabah berjanji untuk membeli asset
setelah masa sewa habis pada asset yang
disewa sebelumnya?

9. Apakah nasabah diizinkan membatalkan
niat membeli asset yang disewa di masa
akhir sewa?

10. Apakah nasabah diizinkan memohon
pergantian asset di akhir masa sewa?

11. Apakah mitigasi menggunakan asuransi
syariah dalam akad IMBT yang dilakukan
antara pihak Bank XYZ dan nasabah?

12. Dimanakah hak kepemilikan asset yang
ditransaksikan dalam akad IMBT?

13. Apakah nasabah dapat memohon
pembatalan kontrak apabila terdapat
kerusakan atau kecacatan pada asset?

14. Bagaimana cara Bank XYZ dalam
menangani keterlambatan pembayaran
oleh nasabah?

15. Apa pandangan pihak Bank XYZ
mengenai hak-hak nasabah dalam akad
IMBT ini?

Hasil Wawancara

Setelah dilakukan wawancara kepada
narasumber dari Bank XYZ pada 21 April
2022, didapatkan hasil wawancara sebagai
berikut:

1. Ada, produk tersebut tersedia di bank
XYZ

2. Sekarang produk tersebut dipakai untuk
transakso mortgage (KPR) dan komersil.
Untuk kegiatan komersil, produk tersebut
dipakai pada transaksi SNI atau house
sale banking. Keunikan pada bank XYZ
adalah, produk IMBT dalam transaksi
mortgage dikembangkan pada dua
layanan, yaitu layanan yang
diperuntukkan bagi WNI (Warga Negara
Indonesia) dan adapula yang
dikhususkan bagi WNA (Warga Negara
Asing). Artinya, Bank XYZ melalui
produk ini dapat membiayai WNA untuk
melakukan transaksi mortgage.
Meskipun di Indonesia, penggunaan
produk IMBT dalam mortgage tidak
sebanyak penggunaan IMBT dalam
transaksi SNI dan house sale banking.
Kecilnya minat nasabah terhadap IMBT
di Indonesia karena nasabah tidak dapat
inden melalui produk ini. Dimana untuk
pengakuan revenue-nya, bank perlu
memiliki stock sebelum
mentransaksikannya.

3. Seluruh pemangku kepentingan di Bank
XYZ telah menerima pelatihan tentang
akad-akad dalam perbankan syariah.
Pemangku kepentingan perlu dipastikan
memahami struktur akad sehingga
seluruh pemangku kepentingan di Bank
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XYZ menerima pelatihan tersebut,
utamanya pada kegiatan PK.

Bank XYZ memastikan karyawan-nya
dapat menjelaskan akad-akad syariah
termasuk IMBT. Dan pihak Bank XYZ
pun berusaha memastikan karyawan-nya
dapat menjelaskan perihal akad tersebut
secara simple dan efisien kepada calon
dan/atau nasabah.

2
Membeli Rumah 3
[\ Menyewakan Rumah
/\ bank
. 5:=]

Vi:i‘l J g \_/

developer 1 : 4

Menjual Rumah

Gambar 1 Skema IBMT di Bank XYZ
Biaya renovasi dan sejenisnya di
tanggung bank di awal sebelum di tempati
oleh nasabah. Namun perbaikan lain-lain
akibat hal-hal yang disebabkan oleh
nasabah atau setelah ditempati oleh
nasabah, maka ditanggung oleh nasabah.
Kotrak sewa adalah tersendiri. Dan
sebagaimana dijelaskan bahwa dalam
akad IMBT di Bank XYZ tidak ada
kontrak jual beli, melainkan hibah ketika
kontrak sewa selesai. Dan perjanjian
serah terima aset dalam bentuk hibah itu
dilakukan setelah kontrak sewa selesai.
Ada, tapi bukan akad jual beli melainkan
akad hibah. Bank XYZ berjanji
menghibahkan aset dalam akad IMBT
yang telah habis kontrak sewanya kepada
nasabah.
Tidak ada pembatalan niat atau
perjanjian jual-beli. Karena akad yang
dilakukan adalah hibah aset kepada
nasabah, pasca kontrak sewa habis.
Tidak ada, karena akadnya adalah hibah,
maka bank akan menghibahkan aset
bekas sewa oleh nasabah.
Betul, mitigasi yang digunakan adalah
yang berlandaskan syariah dan mengikuti
mitigasi yang diinginkan oleh nasabah.
Secara syariah dan internal bank aset
tersebut adalah milik bank. Namun

karena terbatas oleh hukum positif, maka
aset tersebut tercatat sebagai milik
nasabah. Itu adalah keunikan dari
peraturan di Indonesia, sehingga
menyebabkan adanya 2 kepemilikan.

12. Tidak boleh, karena nasabah sudah
diberikan hak memilih dan
mengklarisifasi aset dari awal. Jadi itu
adalah pilihan nasabah sendiri, sehingga
resiko tidak dibebankan kepada bank,
melainkan diselesaikan antara nasabah
dan developer aset tersebut.

13. Untuk keterlambatan pembayaran, Bank
XYZ memiliki beberapa cara untuk
mengatasinya. Langkah pertama adalah
negosiasi yang biasanya berdampak
untuk perpanjangan tenor pembayaran
kepada nasabah, gross period atau
bahkan holiday payment dan bisa pula
kombinasi dari semua itu. Apabila
keterlambatan masih terjadi setelah
seluruh penangguhan tersebut diberikan,
langkah terakhir adalah bank
menawarkan serta melakukan proses
lelang terhadap aset tersebut. Apabila
hasil lelang telah didapatkan, maka Bank
XYZ akan mengembalikan dana sewa
yang telah masuk kepada bank dengan
catatan biaya administrasi dan sejenisnya
di tanggung oleh nasabah.

14. Bank XYZ berusaha semaksimal mungkin
menjaga hak-hak nasabah terutama
kesepahaman pada awal perjanjian atau
akad. Dimana selain menyerahkan
lembar perjanjian dan meminta nasabah
untuk  memastikan  dirinya telah
membaca perjanjian. Pihak Bank XYZ
akan menjelaskan detail dari isi
perjanjian tersebut secara singkat kepada
nasabah.

Catatan  tambahan  dari  hasil
wawancara adalah di Bank XYZ tidak ada
discount rate maupun pembayaran margin di
awal. Hal itu dikarenakan dalam akad IMBT
seluruh pembayaran harus dibayar tepat
waktu sesuai perjanjian. Hal-hal lain yang
berhubungan dengan keterlambatan
pembayaran telah dijelaskan dalam hasil
wawancara sebelumnya.
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Kesesuaian Praktek IMBT Ideal dan
Realitas Praktek di Bank XYZ

Berdasarkan Ansori (2009), sebuah
praktek dalam akad IMBT dikatakan ideal
apabila memenuhi persyaratan, yaitu bank
memiliki aset yang akan di transaksikan serta
bertidak sebagai pemilik aset. Kemudian
bank perlu menyerahkan opsi pengalihan
kepemilikan atas aset yang disewa kepada
nasabah dalam bentuk tertulis. Catatan
utama dalam akad ini adalah opsi pengalihan
kepemilikan dilakukan setelah kontrak sewa
antara bank dan nasabah habis atau selesai.
Apabila nasabah memilih opsi pengambil-
alihan aset, maka bank akan mengalihkan
hak kepemilikan kepada nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui
bahwa bank bertindak sebagai pemilik aset
yang disewakan kepada nasabah. Meskipun
terdapat ketidaksesuaian dalam hukum
positif, dimana aset akan dicatat sebagai
milik nasabah apabila transaksi telah
dilangsungkan. Namun pada awalanya, aset
adalah milik bank, sehingga secara hukum
positif maupun syariah, aset tersebut adalah
milik perbankan sebelum di transaksikan.
Artinya Bank XYZ telah memenuhi syarat
pertama dalam akad IMBT.

Syarat kedua adalah bank perlu
menyerahkan opsi pengalihan hak milik
kepada nasabah apabila sebuah praktek
IMBT hendak disesuaikan dengan standar
idealnya. Sedangkan dalam praktek yang
dilakukan Bank XYZ, pada akhir masa sewa,
bank akan menawarkan penghibahan aset
kepada nasabah. Sehingga nasabah dapat
memiliki aset tersebut setelah kontrak sewa
habis. Maka dari itu, diketahui bahwa Bank
XYZ telah memenuhi standar ideal praktek
akad IMBT. Dan jelas bahwa seluruh
pengalihan hak kepemilikan tersebut melalui
proses hukum resmi yang dilakukan secara
tertulis serta dilakukan setelah kontrak sewa
habis. Berdasarkan hasil temuan tersebut
diketahui bahwa praktek IMBT yang
dilakukan oleh Bank XYZ secara keseluruhan

telah memenuhi standar ideal akad IMBT
sebagaimana seharusnya.

Evaluasi Praktek IMBT di Bank XYZ
Berdasarkan Maqashid Syariah

Sebagaimana disusun dalam kajian
pustaka, ditemukan bahwa dalam akad
berbasis ijarah di perbankan terdapat standar
kepatuhan syariah yang diukur berdasarkan
beberapa hal. Standar pertama adalah pihak
yang melakukan transaksi harus sesuai
dengan syarat hukum positif maupun
syariah, seperti wusia yang memenubhi
persyaratan dalam melakukan transaksi.
Selain itu, aset yang akan ditransaksikan
merupakan milik pemilik yang akan
menyewakan secara penuh.

Standar kedua adalah terdapat
kesepakatan yang sama-sama disetujui oleh
kedua belah pihak. Mulai dari harga sewa
aset, masa kontrak hingga hal-hal lain selepas
kontrak sewa selesai. Standar ketiga adalah
kevalidan aset yang akan di transaksikan,
dapat dibuktikan dengan hak milik atau
dokumen lainnya yang menunjukkan bukti
kepemilikan aset. Dan Standar keempat atau
terakhir adalah transaksi yang valid secara
hukum positif maupun syariah yang
dibuktikan dengan bukti tertulis.

Berdasarkan hal-hal tersebut, diketahui
standar kepatuhan syariah atau kesesuaian
dengan magqashid syariah dari akad IMBT di
Bank XYZ adalah baik. Catatan pertama
adalah Bank XYZ bertindak sesuai standar
hukum syariah maupun hukum positif yang
berlaku. Dan Bank XYZ mentransaksikan
aset yang menjadi hak milik Bank XYZ
kepada nasabah. Sehingga transaksi yang
dilakukan tidak bertentangan dengan standar
magqashid syariah.

Disisi lain, apabila membahas tentang
standar maqashid syariah, terdapat lima
magqashid syariah yang menjadi tolak ukur
terpenuhinya nilai maqashid syariah, yaitu
penjagaan agama (Hifdz Ad-Din), penjagaan
pikiran (Hifdz Al-Aql), penjagaan jiwa (Hifdz
An-Nafs), penjagaan keturunan (Hifdz An-
Nasb), dan penjagaan harta (Hifdz Al-Maal)
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sebagaimana yang disusun oleh Imam Al-
Ghazali (Ascarya & Sukmana, 2014;).

Maka untuk mengukur apakah praktek
yang dilakukan Bank XYZ dalam akad IMBT
telah memenuhi maqashid syariah atau tidak,
perlu diperhatikan kelima aspek ini. Aspek
pertama adalah penjagaan terhadap agama.
Dimana seluruh transaksi harus menjaga
nilai kegamaan atau syariah bagi pihak bank
dan nasabah. Dan dalam akad IMBT di Bank
XYZ telah dilaksanakan secara penuh
kesyariahannya.  Disisi  lain, seluruh
pemangku kepentingan di Bank XYZ
dipastikan  telah memahami  hal-hal
mengenai akad akad yang dioperasikan pada
Bank XYZ. Sehingga hal-hal yang
berhubungan dengan pelanggaran terhadap
syariah dapat terjaga dengan baik.

Aspek kedua adalah penjagaan pikiran.
Bank XYZ juga menjamin calon dan/atau
nasabah akan mendapatkan pemahaman
yang baik tanpa terlewat satupun informasi
penting. Maka dari itu, berdasarkan hasil
wawancara  dikatakan = bahwa  ketika
melakukan negosiasi dalam perjanjian
diapstikan nasabah membaca isi perjanjian
dengan baik. Selain itu, nasabah akan
diberikan kebebasan melakukan negosiasi
seputar harga dan tenor. Ditambah untuk
menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman
atau informasi yang tertinggal, pihak Bank
XYZ akan menjelaskan secara lisan isi
perjanjian secara detail dengan penyampaian
yang efisien dan simple agar nasabah dapat
mengerti secara penuh isi perjanjian yang
akan dilakukan oleh kedua belah pihak.

Dengan pemenuhan pada aspek kedua,
maka akan berdampak pada pemenuhan
aspek maqashid syariah ketiga, yaitu
penjagaan jiwa. Karena dengan memastikan
perjanjian di awal, suatu ketidaksepahaman
maupun perselisihan dalam perjanjian akan
terhindari. Hal ini dapat dilihat dari
penanganan yang dilakukan apabila terjadi
keterlambatan pembayaran. Tindakan yang
dilakukan Bank XYZ adalah melakukan
negosiasi yaitu memberikan perpanjangan
tenor pembayaran kepada nasabah, gross
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period atau bahkan holiday payment dan bisa
pula kombinasi dari semua itu.

Apabila nasabah benar-benar tidak
mampu membayar sewa lagi, maka aset akan
dilelang oleh Bank XYZ dan dana sewa yang
selama ini diberikan kepada bank akan
dikembalikan kepada nasabah. Dengan ini
nasabah dapat mencari alternatif lain tentang
tempat tinggal. Melalui hal ini diketahui
bahwa Bank XYZ telah memenuhi aspek
keempat dan kelima dalam maqashid syariah
yaitu penjagaan keturunan (keluarga) dan
harta nasabah. Dimana nasabah tidak akan
mengalami kerugian harta bahkan untung
karena biaya sewa yang telah dikeluarkannya
akan kembali apabila rumah itu ditinggalkan
dengan catatan beberapa biaya pengurusan
ditanggung oleh nasabah. Dan dengan dana
tersebut nasabah dapat menjaga keluarganya
dengan mencari tempat lain yang lebih sesuai
dan mampu dimiliki oleh nasabah tersebut.

KESIMPULAN

Secara garis besar hasil penelitian ini
dapat dilihat pada matriks berikut:
Tabel 1 Ringkasan Temuan
Didalam magqashid syariah suatu akad
dinilai sesuai dengan hukum Syariah apabila
memenuhi kelima faktor berikut:

1. Penjagaan agama

2. Penjagaan pikiran

3. Penjagaan jiwa

4. Penjagaan keturunan
5. Penjagaan harta

yang dimana setelah melakukan
peninjauan oleh peneliti didapatkan lah
sebuah hasil yaitu praktek IMBT yang
dilakukan oleh Bank XYZ telah memenubhi
kelima faktor tersebut.

Berdasarkan hasil temuan diketahui
bahwa praktek IMBT yang dilakukan oleh
Bank XYZ telah memenuhi persyaratan atau
kepatuhan syariah berupa:

1. Bank bertindak sebagai pemilik aset yang
disewakan kepada nasabah. Meskipun
terdapat ketidaksesuaian dalam hukum
positif, dimana aset akan dicatat sebagai



"Praktek IMBT di Bank XYZ dengan Pendekatan Maqashid Syariah"

Mohmed Firdaus bin Masruhen, Rahmat Mulyana, Arip Rahman, Rusdi Hamka Lubis

milik nasabah apabila transaksi telah
dilangsungkan. Namun pada awalanya,
aset adalah milik bank, sehingga secara
hukum positif maupun syariah, aset
tersebut adalah milik perbankan sebelum
di transaksikan.

2. Dalam praktek yang dilakukan Bank XYZ,
pada akhir masa sewa, bank akan
menawarkan penghibahan aset kepada
nasabah. Sehingga nasabah dapat
memiliki aset tersebut setelah kontrak
sewa habis. Maka dari itu, diketahui
bahwa Bank XYZ telah memenuhi standar
ideal praktek akad IMBT

SARAN

Saran  yang  diberikan  adalah
disarankan agar menaati tuntunan maqashid
syariah dalam fatwa, dalam pengesahan atau
larangan salah satu kontrak baru, karena itu
dianggap dalam keabsahan akad. Karena
tidak mempertimbangkannya dalam kontrak
menyebabkan krisis yurisprudensi yang
nyata, dan membuat penerapan hukum hati
nurani, karena kontrak hukum, meskipun
persyaratannya terpenuhi, tidak mencapai
kepentingan yang diinginkan, maupun tujuan
yang sah di dalamnya. dalam dilema di depan
para dealer, ini mendorong mereka untuk
mempermalukan.

Dengan diterpakannya pendekatan
Magqashid Syariah dalam praktek IMBT nya,
Bank XYZ telah menciptakan sebuah
lingkungan transaksi yang efisien dan saling
menguntungkan diantara kedua belah pihak
(nasabah dan bank) yang dimana hal tersebut
akan berdampak kepada kepuasan pelanggan
(nasabah) terhadap jasa yang diberikan. Hal
ini akan berbanding lurus dengan
keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak
penyedia jasa (Bank) dikemudian hari, baik
itu dalam jangka pendek maupun jangka
Panjang.
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